
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1610, 2017 KEMENKUMHAM. Pencabutan Permen tentang 

Kebijakan Akuntansi.  
 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Pusat menyatakan seluruh Kementerian 

Negara dan Lembaga wajib menyusun laporan keuangan 

berbasis akrual; 

b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang 

berbasis kas dalam penyusunan laporan keuangan 

kementerian sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
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Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kebijakan 

Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 186); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);  

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2144);  

www.peraturan.go.id



2017, No. 1610 
-3- 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 

Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2159); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN 

HAK ASASI MANUSIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK 

ASASI MANUSIA. 

 

Pasal 1 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 677), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di  Jakarta 

pada tanggal 8 Nopember 2017 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Nopember 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 
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